
SALINAN 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR 45 /POJK.03/2017  

TENTANG 

 PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BANK BAGI 

DAERAH TERTENTU DI INDONESIA YANG TERKENA BENCANA ALAM 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

 

Menimbang : a. bahwa bencana alam yang telah beberapa kali melanda 

berbagai daerah di Indonesia pada umumnya menimbulkan 

dampak kerugian yang cukup signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu yang terkena 

bencana alam; 

b. bahwa letak Indonesia yang berada di wilayah yang rawan 

terkena bencana alam menyebabkan Indonesia berpotensi 

mengalami bencana alam; 

c. bahwa salah satu upaya untuk mendukung pemulihan 

kondisi perekonomian dilakukan dengan memberikan 

perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank 

dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang 

direstrukturisasi; 

d. bahwa sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan 

wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan di 

sektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa 

Keuangan, diperlukan pengaturan kembali perlakuan 

khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank bagi daerah 

tertentu di Indonesia yang terkena bencana alam;
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan     

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perlakuan 

Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi 

Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana Alam; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992       

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998      

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3790); 

2.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4867); 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 

Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5253); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG 

PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT ATAU PEMBIAYAAN 

BANK BAGI DAERAH TERTENTU DI INDONESIA YANG 

TERKENA BENCANA ALAM. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, yang dimaksud 

dengan: 
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1.  Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 

tentang Perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang 

berkedudukan di luar negeri serta Bank Syariah dan Unit 

Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 

2.  Kredit bagi Bank Umum adalah penyediaan uang atau 

tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara 

Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam 

untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu 

dengan pemberian bunga, termasuk: 

a.  cerukan (overdraft), yaitu saldo negatif pada rekening 

giro nasabah yang tidak dapat dibayar lunas pada 

akhir hari; 

b.  pengambilalihan tagihan untuk kegiatan anjak 

piutang; dan 

c.  pengambilalihan atau pembelian kredit dari pihak lain. 

3. Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah penyediaan 

uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-

meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan 

pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka 

waktu tertentu dengan pemberian bunga. 

4.  Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit 

Usaha Syariah (UUS)  adalah penyediaan dana atau tagihan 

yang dipersamakan dengan itu berupa: 

a.  transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 

musyarakah;  

b.  transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau 

sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;  

c.  transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, 

salam, dan istishna’;  
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d.  transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang 

qardh; dan  

e.  transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah 

untuk transaksi multijasa, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BUS 

atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang 

dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk 

mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu 

tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi 

hasil. 

5.  Pembiayaan bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)  

adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan 

dengan itu berupa: 

a.  transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan 

musyarakah;  

b.  transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau 

sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;  

c.  transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, 

salam, dan istishna’;  

d.  transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang 

qardh; dan  

e.  transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah 

untuk transaksi multijasa, 

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BPRS 

dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai 

dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana 

tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan 

ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. 

 

Pasal 2 

(1) Penetapan kualitas Kredit bagi Bank Umum atau 

Pembiayaan bagi BUS atau UUS dan/atau penyediaan dana 

lain dari Bank bagi debitur dengan plafon sampai dengan 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) hanya didasarkan 

pada ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga, atau 

imbal hasil. 
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(2) Tata cara penetapan kualitas Kredit bagi Bank Umum atau 

Pembiayaan bagi BUS atau UUS dan/atau penyediaan dana 

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai penilaian kualitas aset bank umum dan 

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur 

mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan 

unit usaha syariah. 

(3) Plafon Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi BUS 

atau UUS dan/atau penyediaan dana lain sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) berlaku baik untuk debitur 

individual maupun kelompok debitur dan untuk seluruh 

fasilitas yang diterima dari 1 (satu) Bank Umum atau BUS 

atau UUS. 

(4) Penetapan kualitas Kredit bagi Bank Umum atau 

Pembiayaan bagi BUS atau UUS dan/atau penyediaan dana 

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi 

Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi BUS atau 

UUS dan/atau penyediaan dana lain yang disalurkan 

sebelum maupun setelah terjadinya bencana alam. 

(5) Penetapan kualitas Kredit bagi Bank Umum atau 

Pembiayaan bagi BUS atau UUS dan/atau penyediaan dana 

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku 

untuk Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi BUS 

atau UUS dan/atau penyediaan dana lain yang disalurkan 

kepada debitur dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di 

daerah tertentu yang terkena bencana alam untuk jangka 

waktu 3 (tiga) tahun sejak terjadinya bencana alam. 

(6) Penetapan kualitas Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat 

atau Pembiayaan bagi BPRS didasarkan pada ketepatan 

pembayaran pokok dan/atau bunga, atau imbal hasil hanya 

berlaku untuk Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat atau 

Pembiayaan bagi BPRS yang disalurkan kepada debitur 

dengan lokasi proyek atau lokasi usaha di daerah tertentu 

yang terkena bencana alam untuk jangka waktu 3 (tiga) 

tahun sejak terjadinya bencana alam, baik yang disalurkan 

sebelum maupun setelah terjadinya bencana alam.  
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(7) Tata cara penetapan kualitas Kredit bagi Bank Perkreditan 

Rakyat atau Pembiayaan bagi BPRS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai kualitas aktiva produktif 

dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva 

produktif bank perkreditan rakyat atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai penilaian 

kualitas aktiva bagi bank pembiayaan rakyat syariah. 

 

Pasal 3 

(1) Kualitas Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi 

BUS atau UUS dan Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat 

atau Pembiayaan bagi BPRS yang direstrukturisasi 

ditetapkan Lancar sejak restrukturisasi sampai dengan       

3 (tiga) tahun setelah terjadinya bencana alam. 

(2) Pelaksanaan restrukturisasi Kredit bagi Bank Umum atau 

Pembiayaan bagi BUS atau UUS dan restrukturisasi Kredit 

bagi Bank Perkreditan Rakyat atau Pembiayaan bagi BPRS 

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum, 

ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur 

mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan 

unit usaha syariah, ketentuan peraturan perundang-

undangan mengenai restrukturisasi pembiayaan bagi bank 

syariah dan unit usaha syariah, ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai kualitas aktiva produktif 

dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva 

produktif bank perkreditan rakyat atau ketentuan 

peraturan perundang-undangan mengenai penilaian 

kualitas aktiva bagi bank pembiayaan rakyat syariah. 

(3) Restrukturisasi Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan 

bagi BUS atau UUS dan restrukturisasi Kredit bagi Bank 

Perkreditan Rakyat atau Pembiayaan bagi BPRS 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan 

terhadap kredit atau pembiayaan yang disalurkan sebelum 

maupun setelah terjadinya bencana alam. 
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Pasal 4 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hanya berlaku 

untuk Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi BUS atau 

UUS dan Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat atau Pembiayaan 

bagi BPRS yang memenuhi persyaratan: 

a. disalurkan kepada debitur dengan lokasi proyek atau lokasi 

usaha di daerah tertentu yang terkena bencana alam; 

b. telah atau diperkirakan akan mengalami kesulitan 

pembayaran pokok dan/atau bunga kredit  atau imbal hasil 

pembiayaan yang disebabkan dampak dari bencana alam di 

daerah tertentu; dan 

c. direstrukturisasi setelah terjadinya bencana alam. 

 

Pasal 5 

Penetapan kualitas Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan 

bagi BUS atau UUS dan Kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat 

atau Pembiayaan bagi BPRS yang tidak direstrukturisasi 

maupun yang direstrukturisasi setelah jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 2 ayat (6) 

dan Pasal 3 ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank 

umum, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur 

mengenai penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit 

usaha syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai kualitas aktiva produktif dan pembentukan 

penyisihan penghapusan aktiva produktif bank perkreditan 

rakyat atau ketentuan peraturan perundang-undangan 

mengenai penilaian kualitas aktiva bagi bank pembiayaan rakyat 

syariah. 

 

Pasal 6 

Penentuan daerah tertentu yang terkena bencana alam 

ditetapkan dalam suatu keputusan Dewan Komisioner Otoritas 

Jasa Keuangan dengan memperhatikan aspek: 

a. luas wilayah yang terkena bencana alam; 

b. jumlah korban jiwa; 

c. jumlah kerugian materiil; 
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d. jumlah debitur yang diperkirakan terkena dampak bencana 

alam; 

e. persentase jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan 

kepada debitur yang terkena dampak bencana alam 

terhadap jumlah kredit atau pembiayaan di daerah yang 

terkena bencana alam;  

f. persentase jumlah kredit atau pembiayaan dengan plafon 

sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 

terhadap jumlah kredit atau pembiayaan di daerah yang 

terkena bencana alam; dan 

g. aspek lainnya yang menurut Otoritas Jasa Keuangan perlu 

untuk dipertimbangkan. 

 

Pasal 7 

(1) Bank dapat memberikan kredit atau pembiayaan dan/atau 

penyediaan dana lain yang diberikan setelah terjadinya 

bencana alam bagi debitur yang terkena dampak bencana 

alam di daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana 

alam. 

(2) Penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan/atau 

penyediaan dana lain yang diberikan setelah terjadinya 

bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara terpisah dengan kualitas kredit atau 

pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain sebelumnya. 

(3) Penetapan kualitas Kredit bagi Bank Umum atau 

Pembiayaan bagi BUS atau UUS dan/atau penyediaan dana 

lain yang diberikan setelah terjadinya bencana alam 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2): 

a. untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan 

dana lain yang diberikan setelah terjadinya bencana 

alam dengan plafon sampai dengan 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), penetapan 

kualitas kredit atau pembiayaan mengacu pada 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2     

ayat (1);  

b. untuk kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan 

dana lain yang diberikan setelah terjadinya bencana 
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alam dengan plafon lebih dari Rp5.000.000.000,00 

(lima miliar rupiah), penetapan kualitas kredit atau 

pembiayaan mengacu pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset 

bank umum atau ketentuan Otoritas Jasa Keuangan 

yang mengatur mengenai penilaian kualitas aset bank 

umum syariah dan unit usaha syariah. 

(4) Penetapan kualitas Kredit bagi Bank Umum atau 

Pembiayaan bagi BUS atau UUS dan/atau penyediaan dana 

lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya 

berlaku untuk Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan 

bagi BUS atau UUS dan/atau penyediaan dana lain yang 

disalurkan kepada debitur dengan lokasi proyek atau lokasi 

usaha di daerah tertentu yang terkena bencana alam untuk 

jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak terjadinya bencana alam. 

 

Pasal 8 

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan plafon kredit atau 

pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (3), serta 

jangka waktu penetapan kualitas kredit atau pembiayaan yang 

tidak direstrukturisasi maupun yang direstrukturisasi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), Pasal 2 ayat (6) 

Pasal 3 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (4) yang berbeda dalam suatu 

keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan 

memperhatikan kondisi bencana alam yang terjadi di daerah 

tertentu. 

 

Pasal 9 

(1) Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai 

berlaku:  

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/17/PBI/2005 

tentang Perlakuan Khusus terhadap Bank Perkreditan 

Rakyat Pasca Bencana Alam di Provinsi Nangroe Aceh 

Darussalam dan Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera 

Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
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2005 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4509); 

2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/10/PBI/2006 

tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Pasca 

Bencana Alam di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

dan Daerah Sekitarnya di Propinsi Jawa Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4626); 

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/15/PBI/2006 

tentang Perlakuan Khusus terhadap Kredit Bank Bagi 

Daerah-Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena 

Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4641); dan 

4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/27/PBI/2009 

tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 8/10/PBI/2006 tentang Perlakuan Khusus 

terhadap Kredit Bank Pasca Bencana Alam di Propinsi 

Daerah Istimewa Yogyakarta dan Daerah Sekitarnya di 

Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 105, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5031), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, 

Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 

mengenai penetapan sebagai daerah yang memerlukan 

perlakuan khusus terhadap kredit bank atau pengaturan 

bagi Bank yang sebelumnya mengacu pada ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi mengacu 

pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. 
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Salinan ini sesuai dengan aslinya 
Direktur Hukum 1 
Departemen Hukum 
 
ttd 
 
Yuliana 

Pasal 10  

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan 

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Juli 2017 

 

KETUA DEWAN KOMISIONER 

OTORITAS JASA KEUANGAN, 

 

ttd 

 

   MULIAMAN D. HADAD 

 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 12 Juli 2017 

 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

ttd 

 

 YASONNA H. LAOLY 

 

 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 151 
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PENJELASAN  

ATAS 

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN 

NOMOR 45/POJK.03/2017 

TENTANG 

PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BANK BAGI 

DAERAH TERTENTU DI INDONESIA YANG TERKENA BENCANA ALAM 

 

I. UMUM 

 

Sebagaimana diketahui beberapa tahun terakhir ini sebagian wilayah di 

Indonesia dilanda bencana alam dan beberapa wilayah lainnya rawan 

terhadap potensi bencana alam. Dampak bencana alam ini dapat 

mengganggu perekonomian Indonesia, khususnya di daerah yang terkena 

bencana alam. Debitur yang terkena dampak bencana alam tersebut 

diperkirakan akan mengalami kesulitan dalam melunasi kewajibannya 

sesuai dengan perjanjian kredit atau pembiayaan. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan perlu untuk 

memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank 

berupa kelonggaran dalam penetapan kualitas kredit atau pembiayaan dan 

terhadap pemberian kredit atau pembiayaan yang diberikan setelah 

terjadinya bencana alam kepada debitur yang terkena dampak bencana alam 

dimaksud. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

Cukup jelas.
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Pasal 2 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lain” adalah penerbitan 

jaminan dan pembukaan letter of credit. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas.  

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Restrukturisasi Kredit bagi Bank Umum atau Pembiayaan bagi 

BUS dan UUS dan restrukturisasi Kredit bagi Bank Perkreditan 

Rakyat atau Pembiayaan bagi BPRS dapat dilakukan terhadap 

seluruh kredit atau pembiayaan yang diberikan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 Ayat (3) 

Cukup jelas.  

 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

 

Pasal 6 

Cukup jelas. 
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Pasal 7 

 Ayat (1) 

Pemberian kredit atau pembiayaan dan/atau penyediaan dana lain 

yang diberikan setelah terjadinya bencana alam tersebut dilakukan 

secara selektif sesuai dengan kebijakan perkreditan atau 

pembiayaan Bank. 

Ayat (2) 

Cukup jelas.  

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “penyediaan dana lain” adalah penerbitan 

jaminan dan pembukaan letter of credit. 

Ayat (4) 

Cukup jelas.  

 

Pasal 8 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 9 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 10 

 Cukup jelas. 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6094 


